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Balinese Hindu people in general believes Tri Hita Karana (THK) as 
their ideology in social and religious life.  THK ideology teaches 
Hindus people in Bali to live in harmony in order to achieve 
happiness both physically and mentally.  The happiness of living in a 
society and religion originates from efforts to establish harmonious 
relationship between humans and The One Almighty 
God (Parahyangan).   between and among human beings 
(Pawongan),  and between humans and their natural environment 
(Palemahan).  In the life of the nation and state as part of Indonesian 
society, the Balinese Hindu community also implements the 
Pancasila ideology.  By the ideology of Pancasila, the Balinese 
Hindu society upholds and implements the values of Pancasila which 
consist of five sila. Why can Balinese Hindu society implement these 
two ideologies without experiencing conflict.  The answer is because 
these two ideologies are both open ideologies and have a relevant 
ontological basis. 
 
Keywords: Tri Hita Karana, Parahyangan, Pawongan, Palemahan, 
dan Pancasila 
 
Masyarakat Hindu Bali pada umumnya meyakini  Tri Hita Karana 
(THK) sebagai ideologinya dalam kehidupan bermasyarakat dan 
beragama. Ideologi THK membelajarkan masyarakat Hindu di Bali 
untuk hidup dalam keharmonisan agar dapat mencapai kebahagiaan 
hidup lahir dan bathin. Kebahagiaan hidup bermasyarakat dan 
beragama itu bersumber dari usaha menjalin keharmonisan 
hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa  
(Parahyangan), antara sesama manusia (Pawongan) dan antara 
manusia dengan alam lingkungannya (Palemahan). Dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari 
masyarakat Indonesia, masyarakat Hindu Bali juga melaksanakan 
ideologi Pancasila Mengapa masyarakat Hindu Bali dapat 
melaksanakan kedua ideologi ini tanpa mengalami pertentangan 
atau konflik. Jawabnya adalah karena kedua ideologi ini sama-sama 
sebagai ideologi terbuka dan ternyata memiliki landasan ontologis 
yang relevan. 
 
Kata Kunci: THK, Parahyangan, Pawongan, Palemahan, dan 
Pancasila 
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PENDAHULUAN 
Tidak ada kelompok masyarakat 
atau bangsa di dunia ini yang tidak 
memiliki ideologi dalam kehidupan 
sosialnya apakah ideologi itu terumuskan 
atau tidak. Karena itu, tidak ada 
masyarakat tanpa ideologi. Ideologi 
sangat penting bagi masyarakat 
(Welianto, 2020) . Dalam dimensi realitas 
ideologi memberikan keyakinan, 
pengetahuan, dan nilai-nilai dasar yang 
secara riil hidup dalam kebudayaan dan 
pengalaman hidup bermasyarakat. Dalam 
dimensi idealnya ideologi memberikan 
nilai-nilai dasar yang berwujud visi ke 
depan sebagai cita-cita bersama yang 
hendak dicapai oleh masyarakat. 
Sedangkan dalam dimensi 
pengembangan, ideologi memberikan 
nilai-nilai dasar yang berwujud keluwesan 
untuk mempelajari adanya perbedaan nilai 
dalam masyarakat. Ideologi adalah 
kompas bagi masyarakat: apa dan dimana 
sekarang mereka berada dan berkarya 
bersama dan kemana haluan dan cita-cita 
bersama hendak mereka arahkan (Tim, 
2016; Kaelan, 2010). 
 Begitu pentingnya ideologi yang 
memberikan masyarakat prinsip-prinsip 
kehidupan, bahkan mereka rela mati demi 
prinsip-prinsip kehidupan tersebut. 
Karena itu, ideologi memiliki fungsi dan 
peran yang sangat vital dalam kehidupan 
masyarakat. Ideologi, antara lain, 
berfungsi:  mampu menjadi pemandu 
tindakan sosial masyarakat, menjadi 
inspirasi perolehan norma dan nilai sosial, 
memberikan jalan bagi masyarakat untuk 
menemukan identitas dirinya, dan mampu 
menjadi motivasi untuk mengejar cita-cita 
dan tujuan hidup baik secara individu 
maupun tujuan bersama masyarakat. 
Dapat dikatakan bahwa ideologi adalah 
jiwa dan kepribadian masyarakat yang 
memberikannya identitas utama (Sari, 
2019). 
 Walaupun begitu urgen, ideologi 
tidak selalu bermakna positif. Pada 
ideologi yang bersifat tertutup, ideologi 
dapat memberikan kesadaran palsu. Hal 
ini karena kelompok masyarakat dominan 
yang jumlahnya cenderung lebih sedikit 
mendominasi dan menghegemoni wacana 
ideologi untuk dipaksakan kepada 
kelompok masyarakat terdominasi. 
Masyarakat pada umumnya sebagai 
kelompok marginal menerima ideologi 
seakan-akan sebagai ideologinya sendiri 
melalui proses sosialisasi atau proses 
belajar yang cenderung dilakukan melalui 
proses indoktrinasi (Malaka, 2018; 
Kharisma, 2016). Inilah yang disebut 
sebagai kekerasan ideologis tanpa 
menggunakan kekerasan senjata. Tidak 
jarang, masyarakat seperti ini mengalami 
konflik ideologis yang dapat menjadi bom 
waktu jika mereka merasa telah memiliki 
kekuatan dan kekuasaan. Contoh kasus 
adalah munculnya gerakan terorisme di 
Indonesia yang tidak dapat dipungkiri 
sebagian terjadi karena adanya konflik 
ideologi agama dengan kelompok ideologi 
yang dinilai sebagai ideologi seculerisme 
yang materialistik. 
 Masyarakat Hindu Bali pada 
umumnya tidak dapat dipungkiri 
menganut dua ideologi yang berbeda. 
Sebagai kelompok masyarakat Hindu 
Bali, masyarakat Bali pada umumnya 
menganut dan melaksanakan ideologi 
THK dalam kehidupan sosial budaya 
masyarakatnya dan dalam kehidupan 
beragama Hindu di Bali. Tetapi, sebagai 
bagian dari masyarakat Indonesia, 
masyarakat Hindu di Bali juga mengakui 
menganut dan melaksanakan ideologi 
Pancasila sebagai ideologi nasional dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara 
p-ISSN 2549-7928 PURWADITA: JURNAL AGAMA DAN BUDAYA 49 
e-ISSN 2621-1017             Vol. 4, No. 1, Maret 2020, pp. 47-58 
 
(Sukadi, 2007:1-18). Banyak orang 
berpikir bahwa masyarakat Bali menganut 
dan melaksanakan dua ideologi yang 
berbeda. Dengan ideologi THK, 
masyarakat menganggap bahwa ideologi 
ini adalah bersumber dari ajaran agama 
Hindu yang bersifat religius/spiritual 
(Suasthi dan Suija, 2018: 235-252). 
Sementara, dengan ideologi Pancasila 
masyarakat menganggap bahwa ideologi 
ini adalah bersumber dari ajaran the 
founding fathers (terutama Soekarno) 
yang harus dihormati dan dijunjung tinggi 
walaupun ideologi ini dinilai lebih bersifat 
nasionalisme yang sekuler (Wiratmaja, 
2017). Dengan perbedaan ideologi ini, 
apakah masyarakat Hindu di Bali sebagai 
masyarakat minoritas dengan ideologi 
THKnya mengalami kekerasan ideologis 
(tekanan ideologi Pancasila) dari 
masyarakat dominan (mayoritas muslim) 
yang jika salah menanganinya dapat 
menjadikannya konflik atau bahkan 
menjadikannya bom waktu. Pertanyaan 
inilah yang membuat penulis sangat 
penting menulis artikel ini dan mencoba 
mengkaji masalah ini dengan pendekatan 
filosofi. Hipotesis yang diajukan dalam 
tulisan ini adalah bahwa walaupun 
masyarakat Hindu di Bali menganut dan 
melaksanakan ideologi THK dalam 
hegemoni pemberlakuan ideologi 
Pancasila sebagai ideologi nasional, 
masyarakat Hindu di Bali tidak akan 
pernah mengalami konflik ideologis, 
karena keduanya adalah ideologi terbuka 
yang memiliki nilai-nilai universal, dan 
sesungguhnya, secara filosofi (ontologis) 
kedua ideologi ini pada dasarnya adalah 
identik. 
Kajian dalam tulisan ini 
dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan 
yang mendasar tentang apakah  THK dan 
Pancasila adalah dua ideologi yang 
identik. Untuk menjawab pertanyaan ini 
pembahasan dilakukan dengan metode 
kajian pustaka. Data dikumpulkan secara 
kualitatif dari berbagai pustaka yang 
relevan terkait dengan kajian ideologi 
THK dan ideologi Pancasila. Data 
kemudian dianalisis secara kualitatif juga 
dengan melakukan perbandingan kajian 




Kajian Filosofi terhadap Ideologi 
Pancasila 
 Mengkaji apa sesungguhnya 
ideologi Pancasila tidak dapat dijawab 
dengan sempurna tanpa melakukan kajian 
secara filosofis, karena ideologi itu sendiri 
pada dasarnya adalah hasil dari pemikiran 
filosofi. Berpikir secara filosofi adalah 
berpikir yang radikal sampai tingkat 
hakikat yang mendasar yang mampu 
memberikan manusia tingkat berpikir 
yang bijaksana. (Kaelan, 2010; Tim, 
2016). Dengan berpikir filosofi, 
memberikan manusia untuk menemukan 
prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan 
membentuk struktur kognitif yang paling 
abstrak yang dijadikan pedoman dan 
norma-norma dasar dalam menjalani 
kehidupan manusia baik secara pribadi 
maupun sosial begitu pula baik secara 
jasmani maupun rohani. Hasil berpikir 
filosofis inilah kemudian yang dijadikan 
ideologi bagi masyarakat/bangsa tertentu 
seperti Indonesia. (Notonagoro.1987).   
 Berpikir filosofi Pancasila tidak 
dapat dilepaskan dari kajian secara 
ontologis, epistemologis, dan aksiologis. 
Berpikir ontologis Pancasila adalah 
berpikir apa sesungguhnya hakikat 
Pancasila tersebut. Dalam hal ini 
Pancasila sesungguhnya tidak dapat 
dilepaskan dari kajian tentang hakikat 
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manusia Indonesia (Kaelan, 2010). 
Artinya, Pancasila dan hakikat manusia 
Indonesia itu sesungguhnya adalah satu 
kesatuan ibarat sekeping uang logam 
dengan dua sisi. Tidak ada Pancasila tanpa 
manusia Indonesia, dan tidak ada manusia 
Indonesia tanpa Pancasila. Hubungan 
keduanya adalah ibarat hubungan jiwa dan 
raga. Manusia Indonesia adalah raganya, 
bentuknya, wadahnya, materinya, 
jasmaninya dan Pancasila adalah jiwanya, 
rohnya, kepribadiannya, kecerdasannya, 
kebijaksanaannya, dan nilai-nilainya 
(Sukadi, 2016; Sutono, 2017: 241-246). 
Dengan begitu, apakah sesungguhnya atau 
hakikatnya Pancasila tersebut? Secara 
filosofi Pancasila adalah hakikat manusia 
Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia 
seutuhnya itu pada hakikatnya adalah 
makhluk monodualistik dan 
monopluralistik sekaligus. Karena itu 
manusia Indonesia juga disebut makhluk 
yang berbhinneka tunggal ika, yang 
artinya walaupun berbeda-beda, tatapi 
tetap satu seutuhnya (Sudiarja, 2006).   
Gambaran manusia Indonesia 
seutuhnya dalam hubungannya dengan 
Pancasila tersebut dapat dideskripsikan 
sebagai berikut. Pertama, manusia 
Indonesia mengakui dan meyakini bahwa 
dirinya adalah makhluk rohaniah. Sebagai 
makhluk rohaniah, manusia Indonesia 
menyadari bahwa dirinya bersumber dari 
roh yang maha tinggi, yaitu Tuhan Yang 
Maha Esa. Karena itulah manusia 
Indonesia sebagai makhluk berpikir yang 
bijaksana mengembangkan nilai-nilai 
Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila I 
Pancasila). Dengan Ketuhanan Yang 
Maha Esa berarti bahwa, pertama, 
manusia Indonesia percaya dan meyakini 
bahwa semua manusia bersumber dari 
Tuhan yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha 
Esa, tidak ada Tuhan yang kedua. Tuhan 
dari semua makhluk adalah satu, Tuhan 
Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang 
kedua, apalagi Tuhan yang banyak. 
Karena itu, manusia Indonesia mengakui 
dan meyakini kebenaran sesanti Bhinneka 
Tunggal Ika Tan Hana Dharma 
Mangruwa. Walaupun berbeda-beda 
manusia itu, tetapi tetap bersumber dari 
Tuhan yang satu untuk semua, tidak ada 
Tuhan/ Dharma/kebenaran yang kedua. 
Tuhan dan Dharma (kebajikan) itu hanya 
satu, tidak ada Tuhan/Dharma yang 
kedua. Arti Ketuhanan Yang Maha Esa 
yang kedua adalah bahwa dengan 
keyakinan bersumber dari Tuhan Yang 
Maha Esa, maka manusia Indonesia itu 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Masyarakat Hindu di Bali 
mewujudkannya dalam bentuk Crada dan 
Bakti serta karma yang baik kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Arti yang ketiga adalah 
bahwa karena adanya keyakinan dan 
agama yang berbeda dari manusia 
Indonesia, maka manusia Indonesia perlu 
mengembangkan sikap toleransi dan 
kerukunan hidup umat beragama. 
Masyarakat Hindu di Bali bahkan 
mengembangkan ajaran “Tat Twam Asi”. 
Dengan ajaran ini, hendaklah tidak terjadi 
bahwa manusia yang sesungguhnya satu, 
lalu hanya karena perbedaan agama dan 
keyakinan menjadikan manusia Indonesia 
tercerai berai, apalagi sampai melakukan 
konflik senjata yang menimbulkan korban 
jiwa (Soeprapto, 1995: 30-37).  
Kedua, manusia Indonesia juga 
mengakui dan meyakini bahwa dirinya 
adalah makhluk pribadi atau individu. 
Artinya, semua manusia di dunia ini 
diciptakan oleh Tuhan dengan keunikan 
fisik, sifat, kepribadian, dan punya 
kepentingan masing-masing. Tidak ada 
manusia di dunia ini yang sama satu sama 
lain bahkan manusia kembar yang lahir 
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dari satu indung telur sekalipun. Semua 
individu manusia adalah unik. Walaupun 
demikian, manusia Indonesia tetap 
mengakui bahwa semua manusia memiliki 
kedudukan, derajat, dan martabat yang 
sama. Tidak ada satu manusia pun di dunia 
ini, walau berbeda-beda, ingin dihina, 
direndahkan, dimarginalkan kedudukan, 
derajat, dan martabatnya. Untuk itulah, 
dengan kebijaksanaannya pula, walau 
manusia pada hakikatnya sebagai 
makhluk pribadi/individu, manusia 
Indonesia mengembangkan nilai-nilai 
kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila 
II Pancasila). Dengan nilai-nilai ini 
manusia Indonesia memperlakukan setiap 
manusia secara adil dan beradab karena 
setiap manusia berasal dari sumber yang 
sama. Memperlakukan setiap manusia 
secara adil berarti setiap manusia sama 
dihormati kedudukan, derajat, dan 
martabatnya sebagai manusia. Namun 
karena setiap manusia juga memiliki 
perbedaan (kelahiran, warna kulit, bentuk 
fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, 
kompetensi, profesi, dll), maka keadilan 
yang dilaksanakan adalah yang menurut 
peradaban atau keadilan yang beradab 
atau yang berbudaya. Keadilan yang 
dimaksud adalah keadilan yang memenuhi 
azas komutatif, distributif, dan azas 
keadilan hukum. Azas keadilan komutatif 
memberikan makna bahwa, walaupun 
semua manusia adalah unik, individu, 
pribadi yang berbeda satu sama lain 
adanya, tetapi karena rohnya 
sesungguhnya adalah satu seperti dalam 
ajaran Tat Twam Asi, maka setiap individu 
juga harus diakui memiliki kedudukan, 
derajat, dan martabat yang sama. Karena 
itulah manusia dihormati dan dijunjung 
tinggi serta dibela dan ditegakkan hak-hak 
azasinya. Tetapi keadilan juga bersifat 
distributif. Setiap manusia juga haruslah 
dibedakan perlakuannya sesuai 
keunikannya. Seorang anak, misalnya, 
tidaklah boleh diperlakukan sama dengan 
orang dewasa ketika melakukan kesalahan 
yang sama. Keadilan juga haruslah sesuai 
dengan keadilan hukum (Sudiarja, 2006; 
Soeprapto, 1995: 30-37; Wiratmaja, 
2017). 
Ketiga, manusia Indonesia juga 
mengakui dan meyakini bahwa dirinya 
adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk 
sosial, tidak ada manusia di dunia ini yang 
bisa hidup sendiri. Semua manusia 
bergantung juga satu sama lain dengan 
sesamanya. Karena itulah manusia hidup 
berkelompok, berorganisasi, dan bekerja 
sama dalam semangat hidup persatuan dan 
kesatuan. Semua manusia hidup 
berkelompok dari kelompok yang paling 
kecil, yaitu membentuk keluarga hingga 
kelompok yang paling besar, yaitu bangsa 
dan negara. Tidak ada manusia di dunia ini 
yang tidak memiliki ikatan persatuan 
keluarga dan tidak ada manusia di dunia 
ini yang lepas dari ikatan kesatuan hidup 
berbangsa dan bernegara. Karena itulah 
dengan kebijaksanaannya manusia 
Indonesia mengembangkan nilai-nilai 
Persatuan Indonesia (Sila ketiga 
Pancasila). Dengan kesadaran persatuan 
ini, manusia Indonesia mengakui bertanah 
air satu, tanah air Indonesia; bernegara 
yang satu, negara kesatuan RI; berbangsa 
yang satu, bangsa Indonesia; dan 
berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. 
Nilai dasar inilah yang menjadi landasan 
nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan 
menyintai tanah air dan bangsa Indonesia. 
Tetapi kesadaran persatuan ini, tidaklah 
dapat meniadakan kesadaran diri yang 
individu. Artinya, nilai-nilai persatuan 
Indonesia tidaklah dapat meniadakan 
nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan 
beradab. Begitu pula sebaliknya. Karena 
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itu, nasionalisme mestinya hidup dalam 
taman sarinya kemanusiaan (Sudiarja, 
2006; Soeprapto, 1995: 30-37; Wiratmaja, 
2017). 
Keempat, manusia Indonesia juga 
mengakui dan meyakini bahwa dirinya 
adalah makhluk berpikir yang bijaksana 
dan berbudaya. Manusia Indonesia 
mengakui bahwa hanya manusialah 
makhluk yang mampu berpikir, karena itu 
manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan 
yang tertinggi karena diberi kelebihan 
kemampuan berpikir dan kebijaksanaan 
(Parmajaya, 2016). Dengan kemampuan 
ini manusia juga pada hakikatnya adalah 
makhluk yang bisa dan dapat dididik serta 
dapat dan mampu mendidik. Pendidikan 
telah mengantarkan manusia Indonesia 
menjadi manusia yang berbudaya. 
Sebagai manusia berbudaya, manusia 
Indonesia mampu memecahkan berbagai 
persoalan kehidupannya, termasuk dalam 
menghadapi berbagai konflik kepentingan 
dalam hidupnya baik konflik kepentingan 
rohaniah dan jasmaniah, maupun konflik 
kepentingan individu dan sosial.  
Dengan hakikat manusia sebagai 
makhluk berpikir yang bijaksana, manusia 
Indonesia mengembangkan nilai-nilai 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan. Nilai ini 
sesungguhnya adalah nilai demokrasi 
yang dilandasi oleh kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan. Nilai 
demokrasi ini sangat penting dalam 
pemecahan berbagai persoalan kehidupan 
pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara termasuk yang bersifat konflik 
kepentingan manusia karena perbedaan 
status dan kedudukannya. Karena itulah 
hakikat nilai ini letaknya di tengah hakikat 
kehidupan manusia Indonesia. 
Nilai demokrasi yang 
dikembangkan manusia sebagai makhluk 
berpikir yang bijaksana memiliki dua 
makna. Pertama adalah demokrasi sebagai 
eksperimen strategi kehidupan dalam 
menghadapi berbagai masalah kehidupan 
dan konflik kepentingan yang tiada henti 
dalam kehidupan manusia, baik konflik 
kepentingan manusia sebagai makhluk 
rohanian dan jasmaniah, maupun konflik 
kepentingan manusia sebagai makhluk 
individu dan sosial (hakikat monodualistik 
dan monopluralistik memiliki potensi 
untuk konflik). Dalam masalah dan 
konflik kepentingan itu, dengan nilai 
demokrasi dalam bentuk musyawarah 
untuk mufakat manusia Indonesia selalu 
berusaha menemukan solusi yang 
menguntungkan seluruh kepentingan 
secara adil dan bijaksana tanpa harus 
mengorbankan salah satu kepentingan 
(win-win solution dengan 
mufakat/konsensus). Kedua, makna 
demokrasi dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara yang memiliki arti formal 
sebagai pemerintahan dari, oleh, dan 
untuk rakyat. Di sini, pemerintahan yang 
demokratis memberikan kedaulatan 
kepada seluruh rakyat baik secara individu 
maupun dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara secara keseluruhan. Rakyat 
yang berdaulat menjadi perwakilan 
seluruh kepentingan yang akan 
mengambil keputusan secara bijaksana 
(Tjakrawerdaja,   Soedarno, dan   
Lenggono. 2016).  
Kelima, manusia Indonesia juga 
mengakui dan meyakini bahwa dirinya 
adalah sebagai makhluk jasmaniah. 
Sebagai makhluk jasmaniah, manusia 
Indonesia memiliki sifat yang tidak 
permah bisa lepas dari keinginan dan 
kebutuhan yang bersifat material, karena 
tubuh manusia membutuhkan asupan 
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materi (makan, minum, mandi, mencuci, 
sandang, perumahan, dsb.). Keinginan dan 
kebutuhan manusia terhadap materi 
cenderung tidak terbatas karena manusia 
cenderung tidak pernah puas. Sayangnya, 
pemenuhan kebutuhan oleh dan untuk 
manusia sifatnya sangat terbatas bisa 
dipenuhi oleh manusia, karena keberadaan 
alat pemuas kebutuhan manusia bersifat 
terbatas.  Karena itulah manusia Indonesia 
mengembangkan nilai-nilai keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar 
manusia Indonesia tidak rakus dan tamak 
(Sudiarja, 2006; Soeprapto, 1995: 30-37; 
Wiratmaja, 2017). 
Dari penjelasan di atas jelaslah 
bahwa karena manusia Indonesia 
memiliki \lima hakikat hidup yang bersifat 
monodualistik dan monopluralistik, maka 
manusia bangsa Indonesia 
mengembangkan lima sistem nilai sebagai 
satu kesatuan. Itulah nilai Pancasila. 
Dengan demikian hakikat Pancasila itu 
sesungguhnya adalah manusia Indonesia 
yang memiliki lima hakikat hidup yang 
dengannya manusia mengembangkan 
lima sistem nilai sebagai satu kesatuan, 
yaitu nilai-nilai Pancasila. 
 
Kajian Filosofi terhadap Ideologi Tri 
Hita Karana 
Ideologi THK secara historis 
merupakan warisan ajaran Maha Mpu 
Kuturan yang secara tradisi dipahami 
sebagai peletak dasar desa pakraman 
(desa adat di Bali) dalam tatanan 
kehidupan masyarakat Bali sejak abad ke 
11 (SARAD, 2002). Dari konsep desa 
pakraman inilah, yang kemudian 
dikaitkan pula dengan konsep pura 
kahyangan tiga atau pura kahyangan 
desa, melahirkan konsep THK sebagai 
tatanan harmoni hidup manusia dengan 
alam lingkungan, sesama, dan Tuhan 
Yang Maha Esa. Konsep ini juga 
merupakan konsep keseimbangan antara 
pemenuhan kepentingan materi dan atau 
kepentingan individu dengan kepentingan 
sosial dan kepentingan spiritual yang 
disiapkan Mpu Kuturan sebagai proteksi 
terhadap kepentingan eksistensi agama 
Hindu di Bali (Titib, 2002). Namun 
demikian, THK tidaklah hanya 
merupakan  filosofi agama Hindu, tapi 
merupakan suatu konsep yang 
mengandung nilai-nilai universal (Suteja, 
2012: 24; Dalem, 2007: 83).  
 Secara terminologi, konsep THK 
berasal dari kata tri yang berarti tiga; hita 
yang berarti sejahtera, bahagia, rahayu; 
dan karana yang berarti sumber penyebab. 
Jadi THK berarti tiga sumber penyebab 
adanya kesejahteraan, kebahagiaan, dan 
kerahayuan dalam hidup dan kehidupan 
semua makhluk ciptaan Tuhan (Sudarma, 
1971; Kaler, 1983). Ketiga penyebab 
kebahagiaan hidup itu adalah apabila 
dapat terwujud hubungan yang harmonis 
antara manusia dengan penciptanya 
(Tuhan Yang Maha Esa), manusia dengan 
sesamanya, dan manusia dengan 
lingkungan alamnya. 
THK ini kemudian berkembang 
menjadi ajaran keserasian, keselarasan, 
keseimbangan, dan sealigus juga tentang 
ketergantungan satu sama lainnya dalam 
satu sistem kehidupan. Dikatakan 
demikian, karena, dalam pandangan 
masyarakat Hindu Bali, masyarakat selalu 
berusaha bersikap seimbang terhadap 
alam sekitarnya. Hal itu dilandasi oleh 
satu kesadaran bahwa alam semesta 
adalah kompleksitas unsur-unsur yang 
satu sama lainnya terkait dan membentuk 
suatu sistem kesemestaan. Dengan 
demikian nilai utama masyarakat Hindu 
Bali adalah keseimbangan atau 
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keselarasan itu sendiri (Dharmayudha dan 
Cantika, 1991:6). 
 Prinsip utama keseimbangan dan 
keharmonisan hubungan manusia dengan 
Tuhan, sesamanya, dan dengan 
lingkungan alamnya ini menjadi 
pandangan dunia masyarakat Bali, baik 
dalam mengembangkan sistem 
pengetahuannya, pola-pola perilaku, sikap, 
nilai-nilai, tradisi, seni, budaya, dan 
sebagainya. Pandangan ini sangat berguna 
bagi masyarakat Bali dalam usaha 
memenuhi kebutuhan dan memecahkan 
masalah-masalah kehidupan yang 
dihadapi baik dalam hubungan antar 
individu maupun kelompok. Karena 
prinsip-prinsip utama ini menjadi dasar 
bagi pembinaan dan pengembangan sikap, 
nilai-nilai, perilaku, serta pola hubungan 
sosial masyarakat Bali, dan prinsip-prinsip 
ini terinternalisasi serta 
terinstitusionalisasi dalam struktur sosial 
kehidupan masyarakat Bali, maka dapatlah 
dikatakan bahwa nilai-nilai dari ideologi 
THK ini menjadi core values dalam 
kehidupan budaya masyarakat Bali itu 
sendiri. Core velues ini dapat juga menjadi 
basis bagi standar yang digunakan  
institusi-institusi utama seperti keluarga, 
kelompok kekerabatan, desa adat, serta 
pemerintah daerah di Bali sebagai bagian 
dari Indonesia mengevaluasi anggota-
anggotanya. Standar inilah yang menjadi 
kriteria untuk memberikan kesempatan 
kepada setiap insan manusia Bali 
mencapai kemajuan dan memperoleh 
reward dari sikap dan tindakannya di 
masyarakat. 
 Implikasi dari adanya pandangan 
yang mengandung core values seperti di 
atas, unsur-unsur dalam struktur sosial 
yang membangun masyarakat Bali 
menerapkan prinsip-prinsip THK itu sesuai 
dengan lingkungan kehidupannya. Pada 
tataran individu, manusia Bali sebagai 
lingkungan dunia mikrokosmos (buana 
alit), misalnya, diyakini bahwa kehidupan 
manusia merupakan wujud yang dinamis 
dari gerak hubungan unsur-unsur atman 
(jiwa/parahyangan), prana (tenaga, 
kekuatan/pawongan), dan sarira (unsur 
badan kasar/palemahan) (Kaler, 1983). 
Berdasar dan setangkup dengan itu maka 
pranata-pranata sosial masyarakat Bali  
yang lebih luas sebagai lingkungan dunia 
makrokosmosnya, dari organisasi keluarga 
sebagai pranata sosial yang terkecil, 
kelompok kekerabatan (klen), desa adat, 
organisasi subak, hingga masyarakat Bali 
secara keseluruhan sebagai bagian dari 
pemerintahan negara, menerapkan pola 
yang sama dalam menciptakan hubungan 
yang harmonis dari ketiga unsur di atas 
dalam membangun pola aktivitas budaya 
sehari-hari melalui peneguhan 
pelaksanaan konsep-konsep parhyangan, 
pawongan, dan palemahan (Gorda, 1996). 
 Melalui konsep parahyangan, 
manusia dan masyarakat Bali meyakini 
bahwa segala yang ada di dunia ini 
termasuk manusia adalah bersumber dari 
dan, karena itu, pasti akan kembali 
menghadap kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. Kesadaran ini mendorong manusia 
dan masyarakat Bali untuk meningkatkan 
crada dan bhakti (iman dan taqwa) 
kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Waca 
sesuai dengan ajaran-ajaran agama, 
keyakinan, serta tradisi yang dianutnya. 
Tidak mengherankan karena itu pada 
setiap lingkungan pranata sosial di Bali 
selalu ada di bangun tempat suci untuk 
memuliakan Tuhan sebagai wahana bagi 
manusia berhubungan dengan Tuhan. 
Begitu pula diyakini bahwa segala produk 
budaya dan peradaban manusia dan 
masyarakat Bali diciptakan adalah sebagai 
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persembahan kepada Tuhan atau kepada 
para Dewa yang sering disebut dengan 
yadnya. Ini dapat kita lihat, misalnya, dari 
makna-makna simbolik yang religius 
dominan bersembunyi dan terkandung 
pada pelaksanaan yadnya, aktivitas tradisi 
atau adat, serta hasil-hasil karya budaya 
dan kesenian Bali (Dharmayudha dan 
Cantika, 1991; Gorda, 1996; Sudiasa, 
1992). 
 Melalui konsep pawongan, 
selanjutnya, manusia dan masyarakat Bali 
meyakini bahwa pada hakikatnya manusia 
itu sama sebagai makhluk dan hamba 
Tuhan yang berbudaya, dan, karena itu, 
perlu dikembangkan sikap saling asah, 
asih, dan asuh serta bekerja sama demi 
tujuan hidup manusia bersama sebagai 
makhluk sosial (Abdulsyani, 1987). 
Prinsip ini relevan dengan ajaran Hindu 
dalam Weda yang menjadi dasar 
keyakinan masyarakat Hindu Bali, yaitu 
ajaran tentang Tat Twam Asi yang secara 
harfiah berarti “ia adalah kamu juga”. 
Dengan ajaran Tat Twam Asi ini 
dimaksudkan bahwa sesungguhnya semua 
manusia itu adalah satu dan sama sebagai 
makhluk Tuhan. Karena itu, diyakini 
bahwa menolong orang lain berarti 
menolong diri sendiri, dan menyakiti 
orang lain berarti menyakiti diri sendiri 
pula (Mantra, 1993).  
Unsur yang ketiga dari ajaran THK 
adalah palemahan. Melalui konsep ini, 
manusia dan masyarakat Bali meyakini 
perlunya hubungan yang harmonis antara 
manusia dengan unsur-unsur dan kekuatan 
alam lainnya. Hubungan seperti ini 
disimbolkan dengan ungkapan “kadi 
manik ring cecepu” (seperti janin dalam 
rahim ibunya) (Putra, 1973; Kaler, 1983). 
Dengan ini manusia Bali mengembangkan 
kesadaran bahwa manusia tidak dapat 
dilepaskan dari alam, karena alamlah yang 
memberi manusia kesejahteraan. Bahkan 
manusia Bali meyakini bahwa unsur-unsur 
dan kekuatan alam ini adalah saudara 
manusia juga seperti disimbolkan bahwa 
setiap bayi yang lahir selalu bersama 
empat saudaranya (ari-ari, air ketuban, 
lamas/pembungkus ari-ari dan air ketuban, 
dan darah). Wujud cinta kasih manusia 
Bali terhadap unsur-unsur dan kekuatan 
alam semesta ini diekspresikan dalam 
bentuk upacara korban kepada para bhuta 
(butha yadnya), di samping secara aktif 
memelihara dan melestarikan alam 
lingkungannya (Gorda, 1996; Atmadja, 
1996.). 
Jika hanya melihat hubungan 
ketiga unsur tersebut saja, jelaslah sekali 
bahwa ada perbedaan yang sangat krusial 
antara ideologi Pancasila dan THK. Dalam 
ideologi Pancasila ada lima nilai yang 
fundamental, sedangkan dalam THK 
hanya mengandung tiga nilai yang 
mendasar. Sesungguhnya tidaklah 
demikian, jika unsur-unsur THK tersebut 
dilihat pula dari perspektif  hakikat 
manusia sebagai makhluk monodualistik, 
yang dalam ajaran Hindu disebut dengan 
konsep rwa bhinneda. Dalam ajaran Hindu 
di Bali ajaran monodualistik tersebut 
terwujud dalam hubungan harmonis antara 
buana agung (dunia makrokosmos) dan 
buana alit (dunia mikrokosmos) (Suerti, 
2009).  
Hubungan harmonis antara buana 
agung dan buana alit secara vertikal 
sesungguhnya adalah hubungan antara 
konsep parahyangan (akasa) dan 
palemahan (prethiwi). Dengan begitu, 
walaupun sesungguhnya antara 
parahyangan dan palemahan merupakan 
satu kesatuan, tetapi dapat dibedakan. Jika 
secara vertikal hubungan tersebut dapat 
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dibedakan, maka dalam dunia pawongan 
secara horizontal pun yang merupakan 
satu kesatuan sesungguhnya dapat 
dibedakan hubungan antara buana agung 
dan buana alitnya, yaitu antara pawongan 
universal sebagai kekuatan buana agung 
dengan pawongan kelompok sebagai 
kekuatan buana alit.  
Memperhatikan gambar tersebut 
tampak bahwa unsur dalam ajaran THK 
sesungguhnya hampir identik dengan 
ajaran ideologi Pancasila jika unsur 
pawongan dibedakan pula dalam 
hubungan antara buana agung dan buana 
alitnya, yaitu antara pawongan universal 
dan pawongan kelompok, sehingga 
membentuk seperti hubungan sila kedua 
dan sila III Pancasila. Pawongan universal 
memunculkan nilai kemanusiaan 
universal seperti dalam ajaran “tat twam 
asi”, dan pawongan kelompok 
memunculkan nilai persatuan kelompok 
(termasuk bangsa dan negara) seperti ada 
dalam ajaran/nilai “menyama braya” 
(Sanjaya dan Sudana, 2016).  
Dari gambaran tersebut tampak 
bahwa, nilai parahyangan dalam ajaran 
THK dapat diidektikkan dengan nilai sila 
I Pancasila. Nilai pawongan universal 
yang dalam hal ini ada dalam nilai tat 
twam asi dapat diidentikkan dengan nilai 
sila II Pancasila. Namun, untuk konsep 
pawongan kelompok dengan nilai 
menyama brayanya tidaklah begitu 
identik dengan nilai sila III Pancasila 
walaupun sama sama mengandung nilai-
nilai kekeluargaan. Tetapi, jika dikaitkan 
bahwa dalam ajaran Hindu juga dikenal 
adanya konsep dharma negara, yaitu 
konsep kebajikan terhadap negara, maka 
nilai-nilai menyama braya dalam 
pawongan kelompok yang lebih kecil itu 
juga termasuk dalam hubungannya 
dengan nilai persatuan Indonesia, yaitu 
nilai satu keluarga yang berbhineka 
tunggal ika dalam satu wadah NKRI. 
Selanjutnya, nilai palemahan dalam 
ajaran THK mungkin bisa diidentikkan 
dengan nilai sila V Pancasila. Hal ini 
karena dalam konsep palemahan 
terkandung nilai bahwa manusia wajib 
menjaga hubungan harmoni dengan alam. 
Alam sebagai tempat susu perahan 
(kamadhuk) bagi kebutuhan manusia, 
haruslah dimanfaatkan dan diperlakukan 
secara adil oleh manusia untuk 
kesejahteraan manusia juga. Jika manusia 
mampu melaksanakan nilai-nilai 
parahyangan dan palemahan dalam 
kehidupan bersama sebagai manusia 
(pawongan), maka akan terwujud tujuan 
hidup manusia, yaitu moksartham 
jagadhita ya ca iti dharma.  
Yang menjadi pertanyaan 
kemudian adalah apakah konsep 
pawongan dalam ajaran THK itu identik 
dengan nilai sila IV Pancasila. Jika 
diartikan secara terminologi, jelaslah 
dapat dikatakan bahwa konsep pawongan 
itu tidak sama dengan konsep dalam sila 
IV Pancasila. Namun, dalam nilai-nilai 
pawongan yang utama ada diajarkan 
antara lain tentang nilai-nilai tat twam asi 
dan menyama braya yang dikatakan sudah 
mirip tadi dengan nilai-nilai sila II dan III 
Pancasila. Di samping itu, dalam konsep 
pawongan juga berkembang adanya 
kearifan lokal masyarakat Bali seperti 
konsep sagilik saguluk salunglung 
sabayantaka, paras paros sarpanaya, 
saling asah, saling asih, saling 
asuh. Dalam konsep ini dapat diartikan 
bahwa manusia harus bersatu padu dalam 
suka-duka dan dalam menghadapi bahaya, 
berembug dan bermusyawarah 
(menghargai pendapat orang lain), saling 
mengingatkan, saling menyayangi, dan 
saling menolong. Dari kearifan lokal ini 
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jelas bahwa dalam nilai-nilai pawongan 
tersebut terdapat juga nilai-nilai 
demokrasi yang harus dijunjung tinggi 
yang sesuai dengan sila keempat, yaitu 
nilai-nilai untuk bermusyawarah untuk 
mengambil kata mufakat, tetapi dengan 
saling menghargai pendapat satu sama 
lain. Nilai kebijaksanaan dalam konsep 
pawongan ini jelas relevan dengan nilai 
sila IV Pancasila. 
 Dari kajian di atas dapatlah 
diformulasikan bahwa secara ontologis 
sesungguhnya ada relevansi antara nilai-
nilai dalam ideologi THK dan ideologi 
Pancasila. Memang, nilai-nilai utama 
yang terkandung pada THK tidaklah persis 
sama dengan nilai-nilai utama dalam 
Pancasila. Tetapi nilai-nilai kedua 
ideologi tersebut dapat dianggap relevan 
satu sama lain. 
 
PENUTUP 
Sesuai dengan pembahasan di atas 
dapatlah diformulasikan hasil kajian ini 
bahwa secara ontologis antara ideologi 
THK dan ideologi Pancasila 
sesungguhnya memiliki relevansi nilai-
nilai dasar. Dengan memperhatikan aspek 
hubungan monodualistik dan 
monopluralistik hakikat dan sifat kodrat 
manusia, kedua ideologi tersebut memiliki 
nilai-nilai dasar fundamental yang 
relevan, yaitu: Ketuhanan Yang Maha 
Esa, Kemanusiaan universal, 
Nasionalisme dan Dharma Negara, 
Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Dengan 
relevansi nilai-nilai tersebut masyarakat 
Hindu di Bali dapat melaksanakan 
sekaligus baik ideologi THK sebagai 
kearifan lokal maupun ideologi Pancasila 
secara nasional.  
Sesuai dengan hasil kajian tersebut 
dapatlah disarankan agar seluruh 
masyarakat Bali secara harmonis dapat 
memelihara dan mempertahankan dua 
ideologi tersebut dengan melaksanakan 
secara harmoni ideologi THK dalam 
kehidupan bermasyarakat dan beragama 
Hindu di Bali sebagai bentuk kearifan 
lokal dan sekaligus dapat melaksanakan 
Pancasila sebagai ideologi nasional dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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